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PENDAHULUAN
Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta sumber dari segala sumber hukum. Menurut Huzaeni (2022), Pancasila merupakan landasan utama yang menjiwai dan mengarahkan seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
Huzaeni (2022) menjelaskan bahwa Pancasila menempati posisi lebih tinggi dibandingkan konstitusi karena menjadi dasar filosofis bagi penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi berfungsi sebagai penjabaran normatif dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk aturan yang mengatur struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan negara.
PENDAHULUAN
Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan Pancasila dan konstitusi memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara, hak rakyat, dan prinsip keadilan sosial. Era reformasi, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan sosial, politik, dan globalisasi. Sakban (2020) menjelaskan bahwa reformasi membawa semangat demokratisasi yang sangat kuat, namun jika tidak diimbangi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila, maka demokrasi dapat kehilangan arah moralnya.
Pancasila dalam sistem ketatanegaraan berfungsi sebagai pedoman etis, filosofis, dan yuridis bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
PEMBAHASAN
Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang menjadi pondasi utama dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memuat nilai-nilai fundamental yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dengan kekuasaan negara. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah bagi pembentukan lembaga-lembaga negara agar bekerja selaras dalam bingkai demokrasi yang berkeadilan
PEMBAHASAN
Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jiwa yang menjiwai setiap produk hukum agar selaras dengan cita-cita nasional. Nilai-nilai Pancasila berfungsi mengarahkan pembentukan hukum agar tidak menyimpang dari prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, serta kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Demokrasi ini tidak hanya menekankan pemilihan umum, tetapi juga moral dan etika dalam pemerintahan. 
Pancasila berperan sebagai dasar, ideologi, dan sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan BPIP bertujuan memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip demokrasi berkeadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Demokrasi berkeadilan tidak hanya berfokus pada kebebasan politik, tetapi juga pada pemerataan keadilan sosial, ekonomi, dan hukum.
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